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ABSTRACT '

Diplomatic relation is one of the important factors in internationsl relation, Every diplomatic ugent
enjoys imunity rights and priveleges bused on the Vienna Conventon on Diplomatic Relations. Thix
article discusses those rights and theyr implementation in Indonesiz,

PENDAHULUAN

Di dalam pereaulan antarbangsa. keberadaan suuty aegara tidak terlepys dari
negara-negara luinaya. Demi kepeatingan mercka. antara flegara yang satu dengan vang
lainnya senantiasa mengadakan hubungan., baik secarn bilateral maupun secara mul-
tilateral, Pada bangsa-bangsa kuno di Jaman lampau, telah diakuj adanya suatu
kebiasaan bahwa antara negara yanp satu dengan negara vang lainnya saling mengirimkan
perwakilan, misalnya unmuk melakukan perundingan-perendingan.

Pc.r_undingan-perunding;m yang diudakan pada umumnya meliputi bidang
perdagangan. kesenian, politik, dan bidany lainnya, Karena sifug perundingan yang
serientara maka perwakilan di sini hanya bersitat sementara. atau tidak hersifat resmi.
Pada perkembangan selanjutnya, adanya suaty perwikilan dari suary negara pengirim
di negara penerima tidak lagi bersifat sementara, melainkan  bersifat tetap atau
permanen. Perwakilan ersehut brasanva sering disehut dengan perwakilan diplomatik,
sedangkan nubungan antary hegara merdeka yang saty tengan negara yang lamnnya
yang berkaitan dengan perwakilan it disebut dengan hubungan diplomatik,

Ditinjaa dari tingkatannya, perwakifun diplowatik ini terdiri dari dura besar
(@ambassadory, duty {minister). councellor, sekrelaris [, sekretaris I sekretaris [T, dun
atase. Scmua diplomal (ersebut berada dalam pos-pos perwakilun diplomatik vang
dinamakan kedutaan besar ( embussy).

-
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Pada tahun 1961, beberapa negara mengadakan suatu perundingan internasional
yang diadakan Ji Wina. Dari kegiatan Internasional tersebut. telah dihasilkan Vieng
Convention on Diplomatic Relations atau Konvensi Wina tentang Hubungan-hubungan
Diplomatik (selanjutnya discbut Konvensi Wina 1961} Konvensi Wing 1961 menctap-
kan adanya perlindungan khusus yang diberikan kepada para diplomat yang disebul
juga sebagai “hak-hak kckebalan dan hak-hak keistimewaan diplomatik™. Kekebalan
dan keistimewaan Lersebut dapat dikatakan meliput beberapa hal, yang intinya adalah
kekebalan mengenai diri pribadi diplomat itu sendiri dan kekebalan untuk keluarga para
diplomat terschut. serta hak-hak keistimewaan lainnva. Termasuk di dalamnva hak
penggunaan fasilitas, seperti pembebasan bea wasuk atas Kendaraan bermotor,

['asilitas yang berhubungan dengan puara diplomatik di Indonesia, diurus dan
diberikan oleh Dircktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri.
vang dilaksanakan oleh Direktorat Fusilitas Diplomatik. Dengun demikian Dircktorat
Fasiittas Diplomatik berlungsi memberikan bantuan dan menyelengparakan [asilitas
yang secara sah diperlukan oleh perwikilan diplomatik dan konsaler asing sertu
perwakiian badan-badan internasional sampai tingkat terfenty untok  niembantu
memperlancar tugas dan lungsi mereka di Indonesia,

Tulisan ini dimaksudkan untuk memberi sekadar pambaran betapa pentingns a
hak-hak kekebatan dan keistmewaan wersebut dihormati oleh setiap negara. Tanpa
penghormatan demikian, maka sangat besar kemungkinan Casilitas diplomatik tersebut
akan disalahgunakan. Beberapa kasus yang menyangkut pihak Indonesia dapat diradikan
contoh bagaimana hak-hak itu sclayaknya dijalankan.

HAK-HAK KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN

Setiap negara vang inerdeks dapat melakukan lubunpan dengan negara lain,
Hubungan i dapat dilakukan dalam berbagai bidang. seperti hubungan perdagangan.
pendidikan, kebudayaan. pertahanan. politk dan lutn sehagainya, Salah satu cara suatu
negara melakukan hubungan dengan negara lain adalah dengan mengadakan hubungan
diploniatik. vany terdiri dari teknik-teknik dan prosedur-prosedur pelaksanaan hubungan
antarnegara, Dengan mengadakan hubungan diplomatik maka kepentingan nasional
suatu negara dapat diperkenalkan kepada negara-negara lain. Tugas ini diemban oleh
diplomat/wakil diplomitik,

Para wakil diplomatik itu berasal dari bermacam-macam negara pengirim. Sedap
negara mempunyii hukum yang berbeda-heda. sehingpa dirasakan perlu suatu peraiuran
yang mengikat parg wakil diplomatik secara internasional sehingga tidak menimbuikan
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kesulitan dalam menjalankan tugas-tugas diplomatikaya. Hal ini kemudian diatur dalam
Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik. dan Konvensi Wina tahun
1963 tentang Hubungan Koasuler. Kedua konvensi ini merupakan suatu pembaruan
dari konvensi-konvensi sebelumnya. Kongres Wina tabun 1815 yang kemudian dirubah
menjadi Protocol Aix Chapelle 1ahun 1818, mengatur mengenai pangkuat perwakilan
diplomauk yang disebut dengan Regulation of Viena. Pemerintah Republik Indonesia
telah meratifikasi kedua konvensi tersebut (Konvensi Wina 1961 dan Konveasi Wina
1963) dalam Undang-Undang No. i tahun 1982 pada tanggal 25 Januari 1982.

Konvensi Wina ini menganut asas timbal balik (resiprositas). Maksudnya, jika
Suatu negara mengirimkan wakil-wakil diplomatiknya ke negara lain, maka biasanya
negara penerima dengan sendirinya akan mengirimkan wakil diplomatiknya ke negara
pengirim ity sebanyak yuang dikirimkan ke negara penpirim padanya. atau dapat
diartikan sebagai tindakan imbang/tindakan balasan antara negara pengirim dengan
negara penerima, Hal ini diatur pada Pasal 2 Konvensi Wina tahun 1961,

Agar para wakil dipfomatik yang ditempatkan di negara lain it dapat melak-
sanakan tugasnya dengan baik maka bagi mercka diberikan hak-hak kekebalan dan hak-
hak keistimewaan diplomatik. Konvensi Wina tuhun 1961 mengatur secara ringi
mengenai kekebalan dan keistimewaan yvang diberikan kepada para pejabat diplomatik.
Hak kckebalan diplomatik menurut Konvensi Wina tahun 1961, antara lain meliputi
hak-hak kekcbalan terhadap:
diri pribadi wakil diplomatik:
keluarga wakil diplomatik;

Ly by =

yuridiksi kriminal dan sipil:
kewajiban menjadi saksi;
komunikasi dan korespondensi resmi

&k

gedung perwakilan dan (empat tinggal wakil diplomatik,

Selain dari hak kekebulan. terdapat pula hak keistimewaan diplomatik, yvang
menurut Konvensi Wina tahun 1961 dapat dikelompokkan menjadi dua. yaitu:

1. hak keistimewaan dari pembebasan bea cukai:
2. hak keistimewaan dari pembebasan pajak.

CONTOH-CONTOH PENERAPANNYA

Para pejabat diplomarik di Indonesia mendapatkan hak kekebalan dan hak
keistimewaannya semenjak ia memasuki wilayah Indonesia dalam perjalanan memangku
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jabatannya sebagai wakil diplomatik. Hal mi sesuai dengan Pasal 39 Ayat (1) dari
Konvenst Wina 1961, '

Selain itu pejabat tersebut melalui kedutaannya yang ditujukan kepada Depariemen
Luar Negeri [ndonesia juga harus mengirimkan suatu nota diplonatik yang menyatakan
bahwa pejabat diptomatik tersehu— dengan meayebutkan pangkatnya —telah tiba di
negary Indonesia dan mulai bertugas di perwakilan vany hersangkutan (nota kedatangan).
Dalam nota kedatangan tersebut juga dischutkan pengikur dart diplomat itu, misalnya
isteri, anak-anak serts pembantu rumah tangga yang menverlainya,

Dalam hai kekebalan techadap abit-alat Kekuasawan negara penerima. pejabal
diplomatik tersebut kebal terhadap undakan paksaun. penahuasan dan penangkapan,
Walaupun seorang pejahat diplomatik melakukan tindakan pelanggaran di Indonesia,
pejabal [ndonesia tidak dapat melakukan penangkapan terhadap wakil diplomatik
tersebut, hal ini berdasarkan Pasal 249 Konvensi Wina tahun 1961, Misalnyva ada mobid
bernomor C1 parkir atau weladdal tempat vang tidak bolell dilewati. sehinggu i
melanggar peraturan lalu lintas. maka dalam hal ini polisi diak dapat menangkap atau
mengambil surat izin mengemudi (S1M1 mobil CD tersebut, karena pejabat diplomatik
itu kebal dari alat kekuasaan nepard penerima,

Dapat juga terjadi. pejabar diplomatik ity menabrak scorang warga nepara
Indonesia, schingga menvehabkan wares negara Indonesia itu meningeal dunia. maky
dalaum hal ini polisi tidak mempunyar wewenine untuk mendhan, bk surat Keterangan.
sural izin sengemudi, matpun Jdini pejabad diptonadk eesebut, Petigas polisi hunya
mempuny i kewenangan untuk e taporkan kepada Departemen Lo Negerl mengengd
peristiwa vang terjadi. Biasanya hal inl disclosaikan secara damii antara pihak korban
dengan pejabat diplomatik yang bersangkutun melalui Departemen [uar Negeri. yang
bigsanya pejabar diplomatik ersehut akan menaugpung keragiun sang diderily oleh
Korban.

Pejabat diplomatik asing vang ada di Indonesta juga berhak untuk mendapatkan
perlindungan terhadap panggouan. serangan. atas kebebasan Jan kehormatannya, Hal
ini diatur dalam Pasal 143 dan 144 Kitab Undang-undune Hukum Pidana {(KUHAP)
[ndonesia. Salah satu contoh. jika ada orang vang melakukan penglhinaun baik dengan
ucapan maupun ulisan pada pejabat diplomatik yung heriugas di Indonesia, maka dafam
hal ini Pemerintah Indonesia akan mengambil tindakan bagi orang yvang melukukan
perbuatan tersebut berdasarkan Pasal 143 dan 144 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana.
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Pejabat diplomatik di ldonesia kehal terbadap yuridiksi pidana dan sip1! scrig
yuridiksi administeasi berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Konvensi Wina 106] Jika ada
pejabat diplomarik yang melakukan tindakan kriminal. maka pejabat kepolisian tidak
dapat melakukan penangkapan atau penghanan ferhadap diplomar asing tersebut. Dalun
hal i pihak kepolisian hitnya melaporkan kejadian yang dilakukan pejabat diplomatik
asing (ersebut kepada Departeman [ yar Neperi,

Salah satu kasus yang beluir® lama terjadi pada tahun ini adalah kasus
penyalahgunaan fasifitas diplomatik yang dilukukan oleh dua orang staf diplomatik
asing di Indonesiy dengan menjual bubuk Letase/Heroin i salal satu hotel di Jakarta
dan kemudian fertangkap. Datam hal ini Pemerinialy Tudonesia idak dapat mengadili
stal diplomatik i karena memiliki hak kekehalan dan hak Keistimewaun diplomatik.
Stal diplomatik iersebut hanya dapul dipersona non-gratakan dart Indonesia. Sckalipun
demikian di negurg asalnya/ucgara pengirim, staf diplomutik vang bersangkutan tetap
dapat diadili karena pada PrNsIpnya tidak adat suaiy tiegary meinberikan hak kekebalun.
baik dalam bidang hukum pidana maupun perdata erhadap warea negaranya seodiri.
Dalam kasus perduta. apabikt wda gugaran rerhadap tanah gtau sewy gedung perwakilan
diplomatik, maka peiabat diplomatik i nduk dupul digjukun ke pengaditan dan
biasanya penyelesuian dilakukan denean cara damai anrur kedua belah pihak.

Tadi. walaupun pari diplomatik kehal werhadap vuridiksi hukum NELUTL PENCTimAd.
lefapt udak berarti bahwy para pejabat diplomatik it kebal terhadap yuridiksi hukum
hegara pengirim, Mercka terap dapat dituntut dengan mengeunakan hukum negiranya
Mmastug-masing. Hal ini sesuai dengan Paxad 31 Avat (4) Konvens: Wing 1961,

Pejabat diplomatik di Tudonesia Hdak dapat dipaksa menjadi saksi di depan
peagadilan, walaupun untuk masyarakat vmum menjadi saksi di muka pengadilan
merupakan suaty kewajiban. Jika ada fumah scorang pejabat diplomatik  dicuri,
kKemudian pejabat dipiomatik tersebur melaporkin kejadiannya ke Departeruen Luar
Negeri. dan kemudian laporan diteruskan ke Pk kepolisian. Kalau pencurinya
wriangkap dun dihadapkan ke pengadilun. maka polist tiduk dapat memaksa pejabat
diplomatik tersebut untuk memberikan Kesaksian bahwy benar orang itu vange 1elah
melakukan pencurian di rumehnya. Biasanya pejubai diplomaltik itu secara suka rely
akan memberikan kesaksiannya untuk dapat lebih mempermudith pthak kepolisian
miclakukan pemeriksaan. sehingga pejabat diplomatik ersebul akun melepaskan hak
kekebalannya sehagai saksi,

Gedung kedutaan maupun rumah kediaman dari pejabat diplomatik asing dj
Indonesia juga tidak holeh dimasuk: oleh pejabat Indonesia, kecuali sudah mendapat
1zin dari perwakilan diplomatik tersebut. Jika ada perwakilan diplomatik di Indonesia
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menyembuntyikan orang yang memang sedang dicari oleh pemerintah Indonesia kurena
orang tersebut melakukan perbuatan yang berlentangan dengan bukum negara Indo-
nesia. maka Pemerintah Indonesia tidak dapat begitu saja masuk ke dalam gedung atau
rumab kediaman pejabat diplomatik asing tersebut. Untuk mencari dan menangkap
orang itu harus mendapat izin terlebih dahulu duri kepada perwakiian diplomatik asing
yang bersangkutan.

Gedung-gedung perwakilun diplomatik atau rumah Kedidmanannya Juga mem-
punyai hak untuk dilindungi dari semua tindakan yaug mengganggy Keamanannya.
Misalnya, pernah terjadi demontrasi yang dilakukan olell orang-orang Indonesia di
Kedutaan Besar Amerika Scrikat karena Parlemen Amerika Serikat ingin mengundangkan
peraturan mengenai pembatasan terhadap impor tekstil die Amerika Sertkat, Dalam hal
int pejabat-pejabal keamanan Indonesia harus nielindungi pedung Kedutaan Amerika
Serikat tersebut dari tindakan-tindakan vane dapat merugikan perwakilan diplomatik
Amerika Serikat di Indonesia.

Selain gedung-gedung, perabot rumah tangga, dan perabot lainnya. juga vang
menyangkut alat-alat transportasi. harus bebas dari pemeriksaan dan penabanar.
Pengadilan maupun kepolisian dilarang unfuk memeriksy dan menahannyi. Hahkan,
Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk melindungt dart kemungkinan
adanyy gangguan,

Apabila alat-alat nepara Indonesia merasa curigy terhadap harang-bardng vang
dibawa oleh pejabat diplomatik asing di Indonesia. ulat-alat negara Indonesia wtap s
tidak dapat mengeeledah atau memeriksa barang-barang hawaannya atau harang-
barang milik perwakilan diplomatik. kecuali setelah nendapat 12in dart pejabat
diplomatik vang bersangkutan.

Pernah terjadi suaiu kasus penyalahpunaan bak kekebalan dan hak Keistimewaan
diplomatik yang dilakukan oleh salah satu perwakilan diplomatik asiug di Indonesia,
Pemerintah Indonesia, dalam hal ini petugas Ditjen Bea Cukai hekerja sama dengan
Departemen [uar Negeri pada tahun 1988, tefah membuka harang yang dilmpor untuk
keperluan perwakilan diplomatik asing itu, karena Pemerintali Indonesia merisa curiga
terhadap barang yang dibawa tersebut. Pembukaan barang dilukukan olel petugas bea
cukai di depan petugas Departemen Luar Negeri dan pejabat yang mewakili perwakilan
diplomat asing. yang ternyata fasilitas diplomatiknya disalabgunakan oleh petugas
ekspedisi muatan kapal laul.

Arsip dan dokumen diplomatik tidak dapat diganggu gugat. waliupun arsip wlau
dokumen diplomatik iersebut berada di luar gedung perwakilan diplomatiknya. Sekalipun
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demikian, semua alat kekuasaan ficgara Indonesia tidak dapat begitu saja membuka
dokumen ataupun arsip milik kedutaan asing vang bersangkutan.

Mengenai prakiek pemberian hak-hak keistimewaan diplomatik di Indonesia
diatur dalam berbagai macam undang-undang dan jenis peraturan lainnya. yang
disesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan internasional, Merupakan suatu hal yang
menguntungkan bagi perwakilan diplomatik asing di Indonesia. hahwa peraturan-
peraturan pemberian hak keistimewsan diplomatik i Indonesia tidak mengadakan
perbedaan antara pejabat-pejabat diplomatik dan konsuler.

Untuk hak keistimewaan pembebasan darit pajak diberikan kepada para pejabat
diplomatik, konsuler, perdagangan serta perwakilan diplomatik asing lainnya yang
ditcmpatkan di Indonesia. Untuk vang berstatus staf diplomatik. syaratnya mercka harus
bukan warga negara Indonesia, dan tidak melakukan suatu usaha atau pekerjuan lain
di Indonesia. Perlakuan yang sama jugi diberikan kepada pejabat dipiomatik Indonesia
yang ditempatkan di negarg pengiring dan setingkar dengun pejabat diplomatik asing
yang ditempatkan di [ndonesig. Meagenai hak keistimewaan pembebasan cukai untuk
perwakilan diplomatik asing di Indonesia Jiatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun
1951 tentang Pembebasan Cukai unfuk Perwakilan Diplomatik Asing di Indonesia.

Hak kekehalan dan hak keistimewaan yang berlakuk bagi pejabat-pejabal
diplomatik asing yang ditempar di Indonesia akan herakhir atau lidak berlaku lagi pada
sadl mereka welah berada kembali di negara asainya. karena memang tidak ada suatu
fniegara vang memberikan hak kekchalan dun hak keisttimewaan diplomatik kepada
warga negaranyz sendiri, Hak kekehalan dan hak keistimewaan diplomatik dapat juga
berakhir apabila pejabat diplomatik itu dipindahkan tugasnva dari Indonesia,

Selain i, tugas-tugas pejabat diplomatik asing di Indonesia dapat Juga diakhiri
oleh suatu negara secara keseluruhan kareng putusnya hubungan diplomatik antira
nNegara pengirim dan negara pencrima. Kasus sepertt int pernah terjadi dalam hubungan
antara Indonesia dan RRC.

Sebelum tmbulaya Gerakan 30 September 1963, Indonesia mempunyai hubungan
diplomatik dengan RRC sehingga di Jakarta terdapat perwakilan diplomatik RRC,
begitu juga sebaliknya. Dengan terjadinya Gerakan 30 September 1965 vang digerakkan
oleh Partai Komunis Indonesia. yang diyakini mendapat dukungan dari RR(C {walaupun
hal ini dibantah oleh Pemerinigh RRC), maka scjak saat itu pula Pemerintah Indonesia
memutuskan hubungan diplomatiknya dengan RRC. Pada saat putusniya hubungan
diplomatik antara kedua negara mi, segala hak kekebalan dan keistimewaan masing-
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masing stat diplomatik tidak beriaku lagi. Patut dicatat di sini. babwa sekalipun secara
resini kedua negara sudah memutuskan hubungannya, kepentingan kedua negara besar
tersebut tetap tidak boleh dirugikan. Uniuk itu masing-masing negara menunjuk negara
lain untuk mewakili kepentingan mercka, Kepentingan Indonesia di RRC diwakili oleh
Kamboja, sedangkan kepeutingan RRC di Indonesia diwakili oleh Rumania. vang
dalam hal ini bertundak sclaku pihak keiga,

Berakhirnya hak kekebalan dan hak keisnmewaan diplomatik dapat terjadi juga
alas permintaan dari negara pengrima. hal "mi biasanya disebut dengan persond Hon-
grata. Hal ini sesvai dengan Pasal 41 Ayat (1} Konvenst Wina tahun 1961, Kasus
persona non-grata i peenah terjadi di Indonesia tahun 19820 Pemerintah Indonesia
pada waktu itu menuduh seorang pejabat diplomatik Uni Soviet melakukan tindakan
mata-mata {spionase). Pejabat bernama Lewman Kolonel Serged Egoroy (Asisten Atase
Militer} itu kemudian diusic dari Indonesia. Apabiba tudubhan teesebut benar. maka jelas
tindakan diplomat Uni Soviet erscbul telahy melanggar Pasal 41 Avat {1y Konvensi
Wina 1961, karena dapat digolongkan sebapai tindakan caopur tangan masaish dalam
negeri Indonesia. Perbuatan tersebut sangal membahayakan keamanan negara Indone-
sia dan tidak sesuai dengan kedudukannya schagal scorang wakil diplomatik.

PENUTUP

Pada dasarnya pemberian hak-hak  kekehabn dun hik-hak keistimewadn
diplomatik ditenmukan atas dasar udak dupal diganggu-pugatnya seorang pejabat
diptomatik dalam meclaksanakan tugasnya schagal wakil diplomatik negara pengirim,
sehingga bagi pejabat diplomauk tersebut harus dijamin keamanan dan kesejahteraannyu.
Setiap tckanan secara langsung terhadup seorany pajabat diplomatik yang mewakili
negara pengirim. dapat dianggap juga ditujukun lungsung terhadap negara yang
diwakilinya. Seorang wakil diplomatik ncgara asing diwajihkan untuk tetap meng-
hormati perataran-peraturan dan atau Undang-undang dari negara penerima, serta wakil
diplomatik negara pengirim juga diwajibkan untuk tdak mencampuri urusan dalam
negeri negara penerima,

Meskipun banyak konvensi internasional vang mengatur mengenai perlindungan
bagi para pejabat diplomatik. namun hal vang paling penting adalab dipatuhinya
konvensi-konvensi iu oleh para pejabat diplomatik. karena jika tidak dihormati dan
tidak ditaati konvensi-konvensi internasional im tidak mempunyai arti apa-apa. Selain
itu para pejabat diplomatik selayaknya tidak menyalahgunakan hak kekebalan dan hak
keistimewaan diplomatik yange diberikan. seperti mengirimkan pejabat diplomatik ke
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Sualu degara untuk menjadi mata-mata di negara penerima aluu memasukkan harang-
barang terlarang dan harang yang tidak dipergunakan untuk kantor perwakilan
diplomatiknya.
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